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ABSTRACT

The implementation of agrarian reform to date has not been maximized

due to the existence of sectoral egos and lack of coordination between related

sectors / ministries. The institutional formation of the GTRA is expected to be

able to unite across sectors of the relevant ministries / institutions. In Central

Lampung Regency there are many land issues on HGU land and transmigration

land which will later become the priority location of the Agrarian Reform Land

(TORA). The Central Lampung BPN target in 2020 as many as 3,000 plots of

land will be distributed to the public. It is hoped that the existence of GTRA can

support the achievement of these targets.

This study aims to determine the role of GTRA, obstacles and how to

overcome obstacles in implementing agrarian reform in Central Lampung

Regency. The research method used is qualitative with a descriptive approach.

The results showed that budget limitations and the existence of an institutional

sectoral ego led to impeded implementation of asset management and access

structuring. A strong commitment from all GTRA implementers is needed in

carrying out all agrarian reform programs. If not, the GTRA will be the same as

the previous institution which only changed its name.

Keywords: Agrarian Reform, GTRA, TORA.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menempatkan reforma

agraria sebagai salah satu program prioritas nasional dan menuangkannya

ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2015-2019. Pelaksanaannya diatur lebih jauh dalam Peraturan Presiden

Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2017. Dari Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016, kemudian 9 juta

hektar lahan negara ditetapkan jadi target redistribusi dan legalisasi aset di

bawah payung reforma agraria yang sumbernya dari kawasan hutan dan

luar kawasan hutan (perkebunan). Selanjutnya pemerintahan Jokowi

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma

Agraria untuk menjalankan agenda prioritas nasional tersebut.

Persoalan penguasaan tanah pada masyarakat justru lebih

menyangkut masalah penyebaran dan pembagiannya yang pada gilirannya

menyangkut masalah hubungan kerja dan hubungan aktivitas dalam proses

produksi (Wiradi 1990). Struktur penguasaan tanah yang adil akan

membuka akses yang sama bagi setiap lapisan masyarakat untuk

memperoleh tanah. Reforma agraria (RA) di dalam Peraturan Presiden

Nomor 86 Tahun 2018 pasal 1 butir 1 dimaksudkan untuk menata kembali

struktur penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang

lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses

untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Pelaksanaan penataan aset reforma agraria dibagi menjadi dua

program yaitu, redistribusi tanah dan legalisasi tanah, dengan porsi

masing-masing 4,5 juta hektar. Pemerintah akan memanfaatkan lahan Hak

Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan

tanah negara lain yang seluruhnya seluas 400.000 hektar, ditambah

pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar untuk kegiatan redistribusi
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tanah (Kantor Staf Presiden 2016). Realisasi redistribusi tanah ini hingga

tahun 2019 untuk tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa

berlakunya, tanah terlantar, dan tanah negara lain tercatat sebanyak

1.167.023 bidang dengan luas 795.825 hektar (198,96%) dari target seluas

400.000 hektar kemudian untuk tanah pelepasan kawasan hutan sejumlah

47.116 bidang dengan luas 32.753 hektar (0,80%) dari target seluas 4,1

juta hektar (Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2020).

Reforma agraria dilaksanakan tidak hanya pada pemerintahan

Jokowi akan tetapi juga pada masa pemerintahan Soekarno. Pelaksanaan

reforma agraria (RA) atau disebut landreform hadir setelah terbitnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria. Presiden Soekarno melaksanakan tiga agenda penting

yaitu melakukan register atas tanah, mengatur sirkulasi tanah-tanah

kelebihan dan kemudian didistribusikan kepada petani (Utrecht 1969).

Namun, pada pelaksanaannya landreform tidak menyentuh pihak

perkebunan besar karena isu militerisasi dalam isu nasionalisasi

perusahaan perkebunan (Luthfi, dkk 2011).

Pada masa pemerintahan Soeharto pelaksanaan landreform hanya

dijadikan sebagai masalah rutin yang cukup ditangani oleh birokrasi

setingkat dirjen di bawah Kementerian Dalam Negeri (Wiradi 2009, 88).

Salim (2019) menyatakan bahwa kebijakan dan pelaksanaan program

landreform era Suharto digunakan untuk melayani pembangunan dan

industri yang membutuhkan banyak tanah, sementara transmigrasi

digunakan untuk menunjukan kepeduliannya kepada masyarakat kecil.

Hak menguasai negara tidak dipergunakan untuk kemakmuran rakyat akan

tetapi dipergunakan untuk memfasilitasi kapital asing (Luthfi, dkk 2011),

yang berakibat terjadi ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan

tanah.

Presiden ke-3, BJ. Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden

Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Kebijaksanaan dan

Peraturan  Perundang-Undangan dalam Rangka Pelaksanaan Landreform.
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Keppres ini merupakan pintu gerbang lahirnya Tap MPR RI Nomor IX

Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Salim (2019, 77) mengatakan ada 3 hal pokok yang harus dikerjakan

pemerintah berdasarkan TAP MPR RI No. IX 2001. Pertama

melaksanakan pembaharuan agraria dengan program landreform, kedua

menyelesaikan konflik agraria dan yang ketiga sinkronisasi peraturan

perundangan antar sektor. Namun pada pelaksanaannya tidak ada satupun

yang dijalankan oleh pemerintah dan DPR sehingga persoalan agraria dan

konflik agraria semakin meluas di Indonesia.

Pelaksanaan reforma agraria di masa pemerintahan Gusdur dan

Megawati juga tidak banyak yang dihasilkan dalam menyelesaikan

persoalan agraria. Kelembagaan dan kebijakan dalam reforma agraria tidak

ada yang berubah bahkan kondisi konflik agraria di daerah semakin masif

(Salim 2019, 78). Reforma agraria pada pemerintahan Susilo Bambang

Yudhoyono (SBY) menargetkan redistribusi tanah 8-9 juta hektar yang

bersumber dari TORA kawasan hutan, HGU, tanah terlantar dan tanah lain

bekas hak. Pelaksanaannya gagal dijalankan karena Kementerian

Kehutanan dan Kementerian Pertanian tidak mendukung kebijakan

tersebut dan SBY tidak mampu mengendalikannya (Salim 2019, 78).

Pelaksanaan reforma agraria dari masa ke masa telah dilaksanakan,

akan tetapi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah serta konflik

agraria masih ada bahkan cenderung bertambah. Wiradi (2000, 181-182)

mengatakan salah satu syarat kesuksesan pelaksanaan reforma agraria

adalah kemauan elit politik penguasa, dalam hal ini presiden memadukan

secara lintas sektor/kementerian pelaksana kebijakan. Adapun caranya

dengan membentuk suatu kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat

dan daerah. Kantor Staf Presiden (2016) menyatakan pembentukan

kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan daerah bertujuan

untuk memastikan tersedianya dukungan kelembagaan di pemerintah pusat

dan daerah serta memampukan desa untuk mengatur penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
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Kelembagaan reforma agraria bukan suatu hal yang baru tetapi

dulu sudah pernah ada. Pelaksanaan reforma agraria atau landreform

dahulu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224

tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian

yang tugasnya dilaksanakan oleh Panitia Pertimbangan Landreform (PPL).

PPL terdiri atas Panitia Landreform Pusat, Panitia Landreform Daerah

Tingkat I, Panitia Landreform Daerah Tingkat II. Alur kegiatan

landreform yang dilaksanakan oleh PPL meliputi penyuluhan,

inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek, pengukuran dan pemetaan,

sidang panitia pertimbangan landreform, penetapan objek dan subjek

redistribusi, penetapan surat keputusan redistribusi tanah dan pembukuan

hak dan penerbitan sertipikat. Subjek penerima landreform yaitu para

petani penggarap yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Sedangkan

untuk objek landreform didapat dari tanah absentee dan tanah kelebihan

maksimum.

Capaian fisik kegiatan redistribusi tanah di Kementerian ATR/BPN

tahun 2019 sebanyak 668.715 bidang (86,82%) dari target sejumlah

770.237 bidang, berasal dari tanah eks-HGU, tanah terlantar dan tanah

negara lainnya, serta pelepasan kawasan hutan. Adapun target tahun 2020

sebanyak 602.135 bidang di 31 provinsi (kecuali DKI Jakarta dan DIY) di

Indonesia, dengan prioritas untuk tanah pertanian dan sebagian tanah non

pertanian, yang berasal dari eks-HGU, HGU habis, tanah terlantar,

pelepasan kawasan hutan, hasil penyelesaian sengketa dan konflik dan

tanah negara lainnya yang memenuhi syarat untuk redistribusi tanah sesuai

ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang

Reforma Agraria (Direktorat Jenderal Penataan Agraria 2020). Salah satu

tugas dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) kabupaten/kota adalah

mengkoordinasikan penyedian tanah objek reforma agraria (TORA) yang

selanjutnya akan diredistribusikan ke masyarakat yang menjadi subjek
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reforma agraria, sehingga peran dari GTRA sangat penting untuk

mendukung capaian target yang ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN.

Pelaksanaan GTRA tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian

ATR/BPN namun juga melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah

dan tokoh masyarakat serta akademisi. Adapun anggaran pelaksanaan

kegiatan diperoleh dari DIPA kantor pertanahan wilayah provinsi dan

kantor pertanahan kabupaten/kota. Keterlibatan banyak pihak diharapkan

agar selain pelaksanaan aset reform yang meliputi legalisasi aset dan

redistribusi tanah dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran, juga akses

reformnya dapat berjalan semestinya. Dengan demikian petani penerima

tanah tidak sekedar memegang sertipikat, namun dapat mengusahakan

ataupun memanfaatkan tanahnya secara berkelanjutan dengan optimal, dan

hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Sumarja 2019).

Menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang

reforma agraria, tugas GTRA di tingkat kabupaten meliputi koordinasi

penyediaan TORA, memberikan usulan dan rekomendasi TORA, penataan

penguasaan TORA, mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak

TORA, penataan akses, integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan

akses, memperkuat kapasitas pelaksanaan reforma agraria, menyampaikan

laporan hasil reforma agraria, mengkoordinasikan dan memfasilitasi

penanganan sengketa dan konflik agraria dan melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

Kabupaten Lampung Tengah adalah salah satu kabupaten yang

menjadi target pembentukan GTRA. Ukuran lahan yang luas serta masih

banyaknya tanah yang belum bersertifikat maupun tanah yang belum

memiliki kepastian kepemilikan menjadikan Kabupaten Lampung Tengah

daerah yang patut menjadi target GTRA. Selain itu, banyak permasalahan

pertanahan seperti tanah transmigrasi yang masuk dalam kawasan hutan,

tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai masyarakat dan masyarakat

yang menguasai tanah kawasan hutan merupakan beberapa permasalahan

pertanahan yang terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. GTRA
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Kabupaten Lampung Tengah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan

Bupati Nomor : 427/KPTS/Setda.I.04/2019 tentang Tim Gugus Tugas

Reforma Agraria Kabupaten Lampung Tengah. SK Bupati tentang GTRA

dapat dilihat pada lampiran 1. Sebelumnya, Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Lampung Tengah telah membuat Surat Keputusan Nomor :

39.Kep-18.03/IV/2019 tentang Tim Pelaksana Harian Gugus Tugas

Reforma Agraria Kabupaten Lampung Tengah. SK Kepala Kantor

Pertanahan tentang Tim pelaksana Harian GTRA Kabupaten Lampung

Tengah dapat dilihat pada lampiran 2.

Penyediaan TORA oleh GTRA Kabupaten Lampung Tengah

terfokus pada tanah eks HGU, tanah terlantar dan tanah transmigrasi yang

belum bersertifikat. GTRA Kabupaten Lampung Tengah tidak

mengkoordinasikan penyedian TORA dari kawasan hutan karena luas

hutan di Provinsi Lampung tercatat sebesar 28,74% dari total luas daratan

(Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 2016). Berdasarkan Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan

Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi pasal 2 butir 1 dan 2 menyebutkan

pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar

kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan pada hutan produksi konversi

(HPK) yang memenuhi kriteria berada pada provinsi yang luas kawasan

hutannya di atas 30%.

Berdasarkan uraian tersebut diatas tampak bahwa reforma agraria

yang akan dilaksanakan oleh GTRA mempunyai peran yang strategis

untuk mengatasi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga

peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Peran Gugus Tugas

Reforma Agraria Dalam Pelaksanaan Reforma Agraria Di

Kabupaten Lampung Tengah”.
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B. Rumusan Masalah

Salah satu syarat kesuksesan pelaksanaan reforma agraria adalah

kemauan penguasa, dalam hal ini presiden memadukan secara lintas

sektor/kementerian pelaksana kebijakan. Adapun caranya dengan

membentuk suatu kelembagaan pelaksana reforma agraria di pusat dan

daerah. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) merupakan kelembagaan

yang anggotanya terdiri atas lintas sektor/kementerian pelaksana bahkan

juga melibatkan akademisi dan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti

melihat peran GTRA khususnya di tingkat kabupaten yang dilaksanakan

oleh Kabupaten Lampung Tengah sangat penting untuk mendukung

capaian pelaksanaan reforma agraria di tingkat nasional. Peneliti membagi

menjadi 3 (tiga) pertanyaan kunci untuk mempermudah dalam

menjelaskan peran GTRA yang menjadi pokok kajian penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Gugus Tugas Reforma Agraria dalam pelaksanaan

reforma agraria di Kabupaten Lampung Tengah ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Gugus Tugas Reforma Agraria dalam

pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lampung Tengah ?

3. Bagaimana cara Gugus Tugas Reforma Agraria mengatasi kendala,

dalam pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Lampung Tengah ?

C. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan :

a. Menjelaskan peran Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten

Lampung Tengah dalam pelaksanaan reforma agraria.

b. Menjelaskan kendala yang dihadapi Gugus Tugas Reforma Agraria

Kabupaten Lampung Tengah dalam pelaksanaan reforma agraria.

c. Menjelaskan cara Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten

Lampung Tengah mengatasi kendala, saat pelaksanaan reforma

agraria.
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2. Kegunaan Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki kegunaan sebagai

berikut :

a. Bagi Peneliti, sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan

pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional (STPN).

b. Bagi STPN, sebagai bagian dari upaya pengembangan keilmuan,

khususnya reforma agraria.

c. Bagi Kementerian ATR/BPN, sebagai masukan dalam

pengambilan kebijakan praktis yang terkait dengan reforma

agraria.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan reforma agraria oleh GTRA di Kabupaten Lampung

Tengah masih kurang optimal karena karena keterbatasan anggaran

dan adanya ego sektoral kelembagaan serta kurangnya komitmen yang

kuat dari seluruh pelaksana GTRA. Terkait dengan kewenangan

GTRA di dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 yaitu

melaksanakan penataan aset, penataan akses dan memfasilitasi

penyelesaian konflik agraria, dalam pelaksanaannya di Kabupaten

Lampung Tengah hanya dilaksanakan penataan aset dan penataan

akses. Terkait dengan penyelesaian konflik agraria tidak dilaksanakan

karena tidak ada usulan dari masyarakat dan pihak lain yang terkait.

2. Kendala yang dihadapi GTRA Kabupaten Lampung Tengah dalam

pelaksanaan reforma agraria antara lain :

a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pelaksanaan

kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA)

b. Belum maksimalnya perhatian dari dinas-dinas terkait kepada

Desa Gunung Haji dalam rangka kegiatan penataan akses

c. Kurangnya koordinasi antara lintas sektor kelembagaan

d. Tidak ada anggaran pelaksanaan kegiatan GTRA

e. Kendala teknis yaitu terdapat penguasaan tanah melebihi batas

maksimum dan terdapat tanah absentee pada lokasi sudah

ditetapkan menjadi TORA.

3. Solusi GTRA Kabupaten Lampung Tengah dalam mengatasi kendala

dalam pelaksanaan reforma agraria antara lain :

a. Peran aktif dari Pelaksana Harian GTRA untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat dengan mengadakan diskusi

ataupun konsultasi terkait pelaksanaan reforma agraria yang
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dilaksanakan di balai Desa Gunung Haji ataupun menggunakan

media komunikasi

b. Secara aktif menjalin kerja sama dengan stake holder terkait,

dalam rangka kegiatan penataan akses

c. Bupati Kabupaten Lampung Tengah berperan aktif

mensosialisasikan dan mendorong agenda reforma agraria serta

menjadikan reforma agraria sebagai program khusus pemerintah

daerah sehingga untuk pendanaan dicantumkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

d. Sosialisasi Batas Maksimum pemberian TORA dan Tanah

Absentee

B. Saran

1. Kepada Tim GTRA Kabupaten Lampung Tengah perlu ditingkatkan

lagi komunikasi, koordinasi dan sinergi antara pihak-pihak terkait atau

stakeholder agar pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih optimal.

Kemudian, sebaiknya pelaksanaan GTRA di Kabupaten Lampung

Tengah dilaksanakan berkelanjutan mengingat masih banyak

permasalahan agraria yang bisa dijadikan potensi TORA di Kabupaten

Lampung Tengah.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebaiknya

agenda reforma agraria yang menjadi program strategis pemerintah

pusat dijadikan program khusus pemerintah daerah yang dimasukan

kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

sehingga kegiatan penataan akses yang selama ini kurang mendapat

perhatian menjadi lebih maksimal pelaksanaannya.

3. Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah agar

konsisten melaksanakan sosialisasi terkait dengan pelaksanaan

reforma agraria khususnya dalam penyelesaian konflik sehingga

masyarakat nantinya dapat mengusulkan lokasi-lokasi yang terdapat

konflik agraria agar segera diselesaikan.
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4. Kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan

Nasional untuk segera mengeluarkan Peraturan Menteri terkait dengan

mekanisme dan tata kerja GTRA agar tidak terjadi tumpang tindih

tugas antara GTRA dan PPL.
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